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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini berkembangnya teknologi, khususnya teknologi informasi sudah banyak dipakai 

untuk mendukung sistem bisnis suatu organisasi. Teknologi informasi memberikan dampak 

yang sangat besar bagi perusahaan maupun instansi- instansi dalam meningkatkan 

produktivitas kinerjanya. Tidak hanya digunakan sebagai perangkat bantu operasional, 

teknologi informasi sendiri sudah merupakan bagian strategis dari suatu organisasi, baik 

organisasi skala kecil, menengah, maupun besar. Namun, penerapan teknologi informasi ini 

harus disiapkan sedemikian rupa agar dapat membantu perusahaan maupun institusi menuju 

kearah misi serta visi yang telah dijabarkan.  

Perkembangan pada penerapan teknologi informasi di dalam suatu organisasi harus selalu 

memperhatikan faktor integrasi. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi 

dalam proses perkembangan suatu sistem, maka dari itu diperlukan adanya architecture 

enterprise. Menurut J. Schekkerman (2011), Architecture Enterprise (AE) merupakan suatu 

roadmap luas untuk mencapai misi dari suatu organisasi melalui performansi optimal proses 

bisnis utamanya dalam lingkungan teknologi informasi yang efisien. Architecture Enterprise 

juga dapat disebut sebagai blueprint yang mendefinisikan secara sistematis dan lengkap 

mengenai lingkungan suatu organisasi. Selain itu, Architecture Enterprise (AE) juga memiliki 

kegunaan lain, yaitu untuk menyelaraskan strategi teknologi informasi dengan misi serta visi 

organisasi yang tujuannya untuk meraih peluang dan mengelola inisiatif perubahan yang 

menghasilkannya (Kurniawan dan Suhadi, 2013). 

 Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebuah elemen pelaksana 

dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri, 2015). Direktorat Jenderal Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil memanfaatkan teknologi informasi  dengan mengembangkan sistem informasi 

dan database yang terdistribusi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten/Kota (Santosa dan Dana, 2020). Namun sangat disayangkan, saat ini Direktorat 

Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih belum memiliki pedoman penggunaan 

sistem dan teknologi informasi. Sebagaimana yang dikutip dari Santosa dan Dana (2020), 

diketahui beberapa sistem masih dikerjakan secara manual dan beberapa data aplikasi yang 

digunakan tidak saling berkaitan. Pengerjaan yang masih dilakukan secara manual ini 

menyebabkan adanya ketidakselarasan antara data dan informasi yang dapat berakibat fatal 



ketika dibutuhkan oleh direktorat lain. Maka dari itu, Architecture Enterprise (AE) dibutuhkan 

untuk memperbaiki adanya kesenjangan tersebut di dalam organisasi ini. 

Dalam merancang Architecture Enterprise (AE), ada beberapa jenis framework yang dapat 

digunakan, diantaranya adalah Zachman Framework, Federal Enterprise Architecture (FEA) 

Framework, DoD Architecture Framework (DoDAF), Treasury Enterprise Architecture 

Framework (TEAF), dan The Open Group Architecture Framework (TOGAF) (Palupi et al. 

2018). Namun, penelitian ini memilih menggunakan TOGAF dikarenakan TOGAF memiliki 

keunggulan pada kelengkapan proses, panduan refrensi model, panduan membangun partisi, 

katalog asset arsitektur, netralitas terhadap vendor, dan ketersediaan informasi. Selain itu, 

TOGAF pada umumnya digunakan organisasi untuk membuat desain, merencanakan, 

melaksanakan, serta mengelola arsitektur informasi perusahaan (Ansyori, Qodarsih, dan 

Soewito, 2018). Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan mengembangkan suatu perencanaan 

Architecture Enterprise (AE) dalam Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

dengan menggunakan metodologi pengembangan TOGAF.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Teknologi Informasi 

Teknologi informasi merupakan seperangkat alat yang dapat membantu manusia 

bekerja dengan informasi dan melakukan tugas- tugas yang berhubungan dengan pemrosesan 

informasi (Haag dan Keen, 1996). Abdul Kadir (2014) mengemukakan bahwa secara garis 

besar, teknologi informasi memiliki 3 peranan; teknologi informasi sebagai pengganti peran 

manusia, teknologi informasi sebagai pemerkuat peran manusia, dan teknologi informasi 

berperan dalam restrukturisasi peran manusia. Selain itu, teknologi informasi memiliki 6 fungsi 

(Sutarman, 2009), yaitu: 

1. Menangkap (Capture), yaitu melakukan penangkapan data dan informasi. 

2. Penyimpanan (Storage), yaitu menyimpan data atau informasi dalam bentuk media 

untuk kepentingan lain.  

3. Pengolahan (Processing), yaitu memproses data yang diterima untuk disajikan menjadi 

sebuah bentuk informasi.  

4. Transmisi (Transmission), yaitu mengirim data dan informasi dari satu lokasi menuju 

lokasi lain dengan jaringan komputer. 

5. Mencari Kembali (Retrieval), yaitu melaksanakan penelusuran untuk memperoleh 

kembali atau menyalin data dan informasi yang sudah disimpan ataupun dicari 

sebelumnya. 

6. Menghasilkan (Generating), yaitu pengorganisasian data dan informasi ke dalam 

bentuk yang lebih bermanfaat. 

Saat ini, sebagian besar perusahaan maupun instansi sudah memanfaatkan adanya 

kemajuan teknologi informasi. Dalam instansi pemerintahan, teknologi informasi 

dikembangkan menjadi alat untuk meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pihak- 

pihak lain, biasa dikenal dengan sebutan e- government. Penggunaan hubungan ini dibedakan 

menjadi 4 bentuk: 

1. G2C (Government to Citizen), hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, 

2. G2B (Government to Bussines), hubungan antara pemerintah dengan pengusaha, 

3. G2E (Government to Employees), hubungan antara pemerintah dengan pegawai. 

4. G2G (Government to Government), hubungan antara pemerintah dengan 

pemerintah. 



Berikut ini adalah penggambaran interaksi hubungan pemerintah dalam e- government. 

 

Gambar 2.1 Sebuah Interaksi Hubungan Pemerintah dalam e- goverment 

2.2 Enterprise Architecture (EA) 

 2.2.1 Enterprise 

Enterprise disebut sebagai kumpulan dari organisasi yang memiliki suatu 

tujuan. Enterprise dapat berupa badan pemerintahan, sebuah korporasi keseluruhan, 

divisi perusahaan, departemen tunggal, ataupun suatu rantai dalam organisasi yang 

berjauhan secara geografris namun memiliki keterkaitan kepemilikan (The Open 

Group, 2011). Tidak hanya berorientasi pada perusahaan profit saja, enterprise juga 

dapat berupa organisasi non- profit atau nirlaba, seperti institusi pendidikan dan 

organisasi amal (Surendro, 2009).  

Dalam Enterprise Architecture, enterprise disebut juga sebagai petunjuk 

mengenai keseluruhan perusahaan yang mencakup seluruh layanan informasi dan 

teknologi, proses, serta infrastruktur dan domain spesifik dalam perusahaan (The Open 

Group, 2011). 

 

 

 2.2.2 Architecture  

The Open Group (2011) menjelaskan bahwa definisi architecture memiliki dua 

makna: 



a. Deskripsi formal dari suatu sistem, atau rencana terperinci dari sistem pada suatu 

tingkat komponen sebagai panduan implementasi. 

b. Struktur dari berbagai komponen, hubungan antar komponen tersebut, serta prinsip dan 

pedoman yang mengatur desain dan evolusi dari kumpulan komponen tersebut dari 

waktu ke waktu. 

Dari sini dapat disimpulkan bahwa architecture merupakan rancangan suatu 

gambaran dari suatu benda ataupun objek yang akan mempengaruhi tingkat 

keberhasilan suatu projek. 

2.2.3 Enterprise Architecture (AE) 

Berdasarkan pengertian- pengertian yang telah disebutkan di atas, diketahui 

bahwa enterprise architecture merupakan suatu deskripsi mengenai struktur organisasi 

yang terdiri atas komponen- komponen enterprise, sifat serta hubungan yang terjadi 

diantara komponen- komponen tersebut. Kosasi (2013) menjelaskan bahwa sebuah 

enterprise architecture bersifat komprehensif, meliputi tujuan organisasi, proses bisnis, 

peran, struktur organisasi, perilaku organisasi, informasi bisnis, aplikasi perangkat 

lunak dan sistem komputer. Hasil dari penerapan enterprise architecture adalah sebuah 

blueprint yang merupakan rincian bisnis, informasi dan teknologi yang ada saat ini dan 

yang diusulkan organisasi untuk masa depan (Surendro, 2009). 

2.3 The Open Group Architecture Technique (TOGAF) 

 Dalam menjalankan rancangan enterprise architecture di suatu organisasi, penelitian 

ini menggunakan framework TOGAF. The Open Group Architecture Framework atau TOGAF 

merupakan suatu kerangka kerja dan pengembangan metode untuk enterprise architecture 

yang digunakan oleh perancang dalam perusahaan untuk merancang, merencanakan, 

melaksanakan, dan mengatur arsitektur suatu organisasi. Elemen kunci dari TOGAF sendiri 

adalah ADM (Architecture Development Method) yang memberikan gambaran spesifik untuk 

proses pengembangan enterprise architecture.  

 ADM (Architecture Development Method) merupakan metode generik yang 

menggambarkan berbagai fase aktivitas dalam menyusun model pengembangan arsitektur 

suatu perusahaan. ADM terdiri dari fase utama dan delapan unsur fase utama (Palupi et al, 

2018), yaitu visi arsitektur, arsitektur bisnis, arsitektur sistem informasi, arsitektur teknologi, 

peluang dan solusi,  perencanaan migrasi, tata kelola implementasi, dan manajemen perubahan 

arsitektur. Penggambaran framework TOGAF ADM dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 



 

Gambar 2.2 Framework ADM 

1. Preliminary Phase, merupakan fase persiapan untuk menyusun kapabilitas arsitektur.  

2. Phase A: Vision architecture, merupakan fase inisiasi dari siklus pengembangan 

arsitektur yang mencakup ruang lingkup, identifikasi stakeholders, penyusunan visi 

arsitektur, serta pengajuan persetujuan untuk memulai pengembangan arsitektur. 

3. Phase B: Business Architecture, merupakan fase pengembangan arsitektur bisnis untuk 

mendukung visi arsitektur yang telah disepakati sebelumnya. 

4. Phase C: Information Systems Architectures, merupakan fase yang menekankan pada 

aktivitas bagaimana arsitektur sistem informasi dikembangkan. 

5. Phase D: Technology Architecture, merupakan fase membangun arsitektur teknologi 

yang diinginkan. 

6. Phase E: Opportunities and Solutions, merupakan fase dimana model yang telah 

direncanakan akan dievaluasi. 

7. Phase F: Migration and Planning, merupakan fase dimana akan dilakukan analisis 

resiko dan biaya. 

8. Phase G: Implementation Governance, merupakan fase pengawasan terhadap 

implementasi arsitektur. 



9. Phase H: Architecture Change Management, merupakan fase yang mencakup 

penyusunan prosedur untuk mengelola perubahan ke arsitektur yang baru. 

10. Requirements Management, adalah suatu fase uji proses pengelolaan architecture 

requirements selama siklus ADM berlangsung. 

2.4 Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

 Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau biasa disingkat dengan 

Ditjen Dukcapil, merupakan suatu unsur pelaksana Kementrian Dalam Negeri di bidang 

kependudukan dan pencatatan sipil (Wikipedia). Dalam melaksanakan tugasnya, Ditjen 

Dukcapil memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut: 

1. Perumusan kebijakan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan 

informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan database kependudukan, Nomor 

Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), dan 

standar kualifikasi sumber daya manusia pelaksana Administrasi Kependudukan. 

2. Pelaksanaan kebijakan pada bidang fasilitas pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, 

pengelolaan informasi administrasi kependudukan, fasilitasi pemanfaatan database 

kependudukan, NIK dan KTP-el, dan penyusunan standar kualifikasi sumber daya 

manusia pelaksana Administrasi Kependudukan. 

3. Pelaksanaan pembinaan secara umum serta koordinasi di bidang pendaftaran penduduk 

dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan 

database kependudukan, NIK dan KTP-el, sumber daya manusia pelaksana 

Administrasi Kependudukan. 

4. Penyusunan norma, standar, prosedur, serta kriteria di bidang pendaftaran penduduk 

dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan 

database kependudukan, NIK dan KTP-el, sumber daya manusia pelaksana 

Administrasi Kependudukan. 

5. Pemberian bantuan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendaftaran penduduk 

dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan 

database kependudukan, NIK dan KTP-el, sumber daya manusia pelaksana 

Administrasi Kependudukan, serta penyelenggaraan administrasi kependudukan di 

daerah. 

6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan 

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan, pemanfaatan database kependudukan, NIK dan KTP-el, sumber daya 



manusia pelaksana Administrasi Kependudukan, serta penyelenggaraan administrasi 

kependudukan di daerah. 

7. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

PEMBAHASAN 

 

 Penelitian ini menggunakan metode perancangan TOGAF ADM framework. Penyajian 

hasil dan pembahasan telah disesuaikan dengan penggambaran ADM framework. 

1. Pendahuluan (Preliminary Phase) 

Proses bisnis utama dan pendukung dalam Direktorat Jenderal Kependudukan dan 

Pencatatam Sipil digambarkan dengan diagram value chain seperti berikut: 

 

Gambar 3.1 Diagram Value Chain 

 Di dalam value chain terdapat dua aktivitas, yaitu aktivitas utama (primary activity) dan 

aktivitas pendukung (support activities) (Porter 1998). Enterprise architecture di dalam 

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki lima aktivitas utama, yang 

meliputi perumusan kebijakan pendaftaran penduduk, perumusan kebijakan pencatatan sipil, 

manajemen SIAK dan jaringan komunikasi data, manajemen Data Center dan Data Recovery 

Center (DC dan DRC) KTP-El, fasilitasi pemanfaatan data kependudukan, manajemen dan 

penyajian data kependudukan serta pemanfaatan data kependudukan oleh institusi lain, dan 

manajemen aparatur dukcapil. Selain itu, terdapat aktivitas- aktivitas pendukung, seperti 

manajemen Barang Milik Negara (BMN), manajemen keuangan, manajemen kepegawaian, 

manajemen monitoring dan evaluasi, dan manajemen blangko KTP-El. 



 

2. Vision architecture 

Dari hasil pengkajian dokumen yang bersumber dari Kemendagri (2015) , ditemukan 

bahwa tugas dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah 

melaksanakan perumusan dan implementasi kebijakan di bidang kependudukan dan 

pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 

3. Business Architecture 

Penentuan arsitektur bisnis diselaraskan dengan diagram value chain yang telah dibuat 

sebelumnya. Berikut ini merupakan proses bisnis inti pada Direktorat Jenderal 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil: 

 

Gambar 3.2 Arsitektur Bisnis 

a. Merumuskan kebijakan pendaftaran penduduk. 

b. Merumuskan kebijakan pencatatan sipil. 

c. Mengelola SIAK dan jaringan komunikasi data. 

d. Mengelola Pusat Data (Data Center) dan Pusat Data Pengganti (Data Recovery 

Center) KTP-El. 

e. Mengelola serta menyajikan data kependudukan. 

f. Fasilitas pemanfaatan data kependudukan. 



g. Mengelola bina aparatur. 

 

4. Information Systems Architectures 

Berdasarkan informasi yang telah digali sebelumnya, diketahui terdapat empat jenis 

arsitektur aplikasi dalam Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu: 

a. Arsitektur aplikasi saat ini 

Tujuan dari arsitektur aplikasi adalah untuk menentukan jenis sistem aplikasi utama 

untuk memproses data dan mendukung bisnis (The Open Group, 2009). Dalam 

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat tiga belas aplikasi 

yang dijabarkan pada gambar dibawah. 

 

Gambar 3.3 Arsitektur aplikasi saat ini 

b. Arsitektur aplikasi mendatang 

Berikut ini merupakan portofolio sistem informasi yang diusulkan dalam sistem 

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersumber dari hasil 

wawancara. 

 



 

Gambar 3.4 Arsitektur aplikasi mendatang 

c. Arsitektur data saat ini 

Arsitektur data bertujuan untuk menentukan jenis dan sumber data yang diperlukan 

untuk mendukung suatu bisnis (The Open Group, 2009). Berdasarkan hasil observasi, 

terdapat tujuh data yang dihasilkan, yaitu data SIAK, data biometrik, data konsolidasi 

bersih, data profil, data pelayanan kependudukan, data pejabat daerah, data warehouse 

dan data balikan. Berikut ini merupakan perencaan arsitektur data yang dimiliki oleh 

Direktorat jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

 

Gambar 3.5 Arsitektur data saat ini 



d. Arsitektur data mendatang 

Hasil wawancara yang dilakukan menjelaskan bahwa arsitektur mendatang pada 

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatam Sipil menghasilkan empat data 

baru, yaitu, data dokumen, kependudukan digital, data pelaksanaan bimtek atau diklat, 

data kinerja pejabat daerah, dan data stok blangko. Rincian arsitektur data mendatang 

dapat dilihat pada struktur dibawah ini. 

 

Gambar 3.6 Arsitektur data dan infromasi mendatang 

5. Technology Architecture 

Fase ini bertujuan untuk memetakan komponen aplikasi yang telah didapatkan menjadi 

sekumpulan teknologi yang merepresentasikan perangkat lunak dan komponen perangkat 

keras, baik yang tersedia di pasar maupun yang dikonfigurasi oleh organisasi ke dalam 

platform teknologi (The Open Group, 2009).  

a. Arsitketur teknologi saat ini 

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengngkapkan diagram 

arsitektur teknologi- nya saat ini adalah sebagai berikut. 

 



 

Gambar 3.7 Arsitektur teknologi saat ini 

b. Arsitektur teknologi mendatang 

Saat ini Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatam Sipil telah menerapkan 

tanda tangan digital sehingga diperlukan keamanan lebih baik dalam perangkat keras 

maupun perangkat lunak. Selain itu, microservice diterapkan untuk membagi aplikasi 

menjadi layanan yang lebih kecil dan saling terhubung. Hal ini berkaitan dengan 

penerapan pelayanan SIAK secara online. Berikut ini adalah diagram arsitektur 

teknologi mendatang atau diharapkan kedepannya. 

 

Gambar 3.8 Arsitektur teknologi mendatang 



6. Opportunities and Solutions 

Fase ini merupakan fase dimana akan dilakukan analisis kesenjangan pada sistem 

infromasi dan infrastuktur. Palupi et al (2018) menjelaskan bahwa analisis kesenjangan 

digunakan untuk menyelaraskan antara kebutuhan bisnis organisasi dengan fungsi 

teknologi informasi. Dalam penelitian yang telah dilakukan, dihasilkan usulan penggantian 

dua aplikasi, yaitu aplikasi SIAK dan aplikasi pejabat daerah terintregrasi. Selain itu, 

penelitian juga mengusulkan tiga aplikasi baru, yaitu aplikasi diklat/ bimtek, aplikasi 

perencanaan pengelolaan blangko, dan aplikasi sistem infromasi file management. Hasil 

penelitian juga mengungkapkan penambahan fitur layanan pada aplikasi lain, yaitu fitur 

pengenalan wajah, fitur penilaian kinerja pejabat daerah, dan sistem terintegrasi tanda 

tangan elektronik.  

 

Tabel 3.1 Gap analisis sistem informasi saat ini dan saat mendatang 

 

Tabel 3.2 Gap analisis infrastruktur teknologi informasi saat ini dan mendatang 



 

BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1. Kesimpulan 

Dalam penelitian ini, perancangan Enterprise Architecture telah menjalankan 

tahapan- tahapan berdasarkan framework TOGAF ADM, mulai dari fase awal 

(premilinary phase), Vision architecture, Business Architecture, dan Information 

System Architecture untuk mencari tahu gambaran umum dari desain architecture yang 

telah ada maupun desain architecture yang akan dikembangkan nantinya. Hasil 

penelitian ini menemukan adanya tujuh proses inti dalam Direktorat Jenderal 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil; perumusan kebijakan pendaftaran penduduk, 

perumusan kebijakan pencatatan sipil, pengelolaan SIAK dan Jarkomdat, manajemen 

Pusat Data dan DRC KTP-El, pengelolaan dan penyajian data kependudukan, fasilitasi 

pemanfaatan data kependudukan, dan pemanfaatan oleh instansi lain. Selain itu, 

penelitian ini menunjukkan bahwa information system architecture mengusulkan 

adanya delapan aplikasi, yaitu  SIAK Online, Pengelolaan Blangko KTP-El, 

Pengenalan Wajah, Pejabat Dukcapil Daerah Online, Penilaian Kinerja Pejabat 

Dukcapil Daerah, Aplikasi Diklat/Bimtek, Sistem Terintegrasi Tanda Tangan 

Elektronik, dan Sistem Informasi File Management. Sedangkan untuk technologi 

architecture, hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengusulkan adanya 

penggunaan microservice dalam melaksanakan tugasnya sebagai badan pemerintahan. 

4.2. Saran 

Penelitian yang sudah dilakukan bertujuan untuk mengidentifikasi proses bisnis 

yang sedang berjalan dan merancang arsitektur perusahaan dengan batasan pada tahap 

Opportunities and Solution berdasarkan metode TOGAF ADM. Diharapkan untuk 

penelitian selanjutnya dapat menyempurnakan perancangan Enterprice Architecture 

hingga tahap Architecture Change Management. Selain itu, penelitian selanjutnya 

dapat menafsirkan pedoman non- TOGAF dan menentukan solusi yang diperlukan 

secara efektif dan ekonomis. 

 



BAB V 

DAFTAR PUSTAKA 
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